WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 25
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA

Menimbang

Mengingat

BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 perlu dilakukan
perubahan terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang
telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor 25 Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf “a” perlu menetapkan
Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun
2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota

Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun
2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2006 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2006 Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan @ Rakyat Daerah Kota  Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi ( Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 14);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 -
2015 ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2012 Nomor 4);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit
Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi
( Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi,
dan Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada
Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ( Berita Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir
serta unit pelaksana Teknis Dinas Pengujian
Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Bukitinggi
( Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
16 );

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Bukittingggi ( Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2008 Nomor 17);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong
Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit
Pelaksana Teknis ( Berita Daerah Kota Bukittinggi
tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Bukittinggi ( Berita
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 01 )
yang telah diubah dengan Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara
Eliktronik (LPSE) Pemerintah Kota Bukittinggi (
Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 9
);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun
2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 25);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Mengubah Lampiran Dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun
Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 25);
sebagai Berikut

1.

Ketentuan pada angka 2 Honorarium Nomor 2.02 Honorarium
Pengelola Pengadaan Barang / Jasa ( ULP ) dan Pejabat Pengadaan
Barang dan jasa SKPD.

. Diantara Nomor 2.02.03 Hororarium Penerima hasil Pekerjaan SKPD

dan Nomor 2.03 Honorarium Kepanitiaan / Tim Pelaksana Kegiatan
disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.02.04 Honorarium layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

. Mengubah Ketentuan pada Angka 2 Honorarium Nomor 2.03

Honorarium Kepanitiaan / tim Pelaksana kegiatan, Nomor 2.03.12
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Nomor 2.03.12.01 tim
Anggaran Pemerintah Daerah, Nomor 2.03.12.01.03 Tim Inti.

Diantara Nomor 2.03.19 Pemetaan Potensi PNS Fungsional Umum
dan Asesmen Kompetensi Guru dan Nomor 2.04 Honorarium
Pengelola dan Pembuat Aplikasi / Program / Software / Website
disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.03.20 Honorarium Tim
Gabungan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

. Diantara Nomor 2.06.03.03 Operasi Penanggulangan Dampak

Lingkungan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular,
penanggulangan Wabah, Kebersihan / Persampahan, Pertama dan
Sejenisnya untuk Hari Libur Khusus dan Nomor 2.06.04 Pendataan /
Survey, penyuluhan, Pengawasan / monitoring dan sejenisnya
disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.06.03.04 Honorarium
Petugas Penyemprotan.

Mengubah ketentuan pada angka 2 Honorarium Nomor 2.09
Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Nomor 2.09.02 uang Kesejahteraan
Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Nomor 2.09.02.01 Tunjangan Guru
bantu / Pegawai Tidak Tetap / Kontrak yang diperbantukan Pada
pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri /Gubernur
atau Pejabat lainnya atas nama Mentri / Gubernur dan Nomor
2.09.02.03 uang kesejahteraan Tahunan Bagi Pegawai harian yang
diangkat oleh Walikota Bukittinggi / Pimpinan SKPD / Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi / Pemerintah Propinsi/
Pemerintah Pusat yang mengabdi pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

Diantara Nomor 2.11.01.09 Uang Lelah Penguburan Hewan / ternak
kasus lainnya dan Nomor 3.01 Transportasi dan penginapan untuk
kegiatan Sosialisasi / Pendidikan / Pelatihan / Seminar / Rapat-
rapat disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 2.11.01.10 Uang saku
Peliputan Oleh Media (Pers).



8. Mengubah Ketentuan pada angka 6 Perjalanan Dinas.

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan
angka 8 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittingi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 25 Februari 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI
dto
ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dto
YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 6



